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Hal itulah yang membuat
Badan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) Perwakilan DIY
menyoroti sedikitnya empat
hotel yang berdirl di Kota
Yogyakarta menunggak pa-
Jjak selama bertahun-tahun.

Nilai tunggakan atas pa-
Jjak hotel ini menjadi temuan
karena nilai totalnya men-
capai lebih dari Rpl miliar.
Bahkan, berdasar laporan
hasil penyelidikan (LHP)
BPK Nomor 05/LHP/XVIII
YOG/01/2017 terkait hasil
pemeriksaan dengan tujuan
tertentu atas:Pendapatan
Daergh TA 2016 pada Pem-
kot Yogyakarta tertanggal 31
Januari 2017, ada ketidak-
Jelasan pajak tiga hotel ku-
run waktu 2011-2014 yang
nilai kurang bayar pajak-
nya total sebesar Rp599,3
juta. Kemudian satu hotel
memiliki piutang pajak ta-
hun 2011-2012 mencapai
Rp493,8 juta.

“Ada ketidakjujuran pe-
milik hotel yang akhirnya
menunggak pajak. Pajak Ini
sudah menjadi kewajiban
dan harus dibayarkan,” kata
Ketua DPD PHRI Yogyakar-
ta, Istidjab M. Danunagoro
seusai memenuhi panggil-
an panitia khusus (pansus)
LHP BPK di DPRD Kota Yog-
ya, Kamis (14/4).

Istidfab menjelaskan, pi-
haknya sudah mengantongi
empat hotel yang ditemu-
kan BPK RI perwakilan DIY
menunggak pajak tersebut:
Hanya saja, pihaknya masih
merahasiakan identitas dari
hotel tersebut.

“Hotel (yang menunggak
pajak) tersebut terdiri dari
nonbintang dan berbintang,

faktor. Di antaranya adalah
‘"hotel-hotel tersebut memi-
Hki tingkat okupansi yang
cukup rendah. Selain itu,
pthak hotel juga membutuh-
kan biaya operasional yang
tinggl.

“Sehingga, operasional
untuk menutupi tingkat
kunjungan yang rendah ini
adalah dengan mengguna-
kan uang untuk membayar
pajak. Terjadilah tunggak-
an,” ujarnya.

Disinggung teguran atau
sanksi pada hotel yang me-
nunggak pajak daerah, Is-
tidjab mengatakan, PHRI
terus memin atag:
pun pengelol
bayar - pajak tepat waktu.

*Selain itu, juga tetap harus

mematuhi aturan dari pe-
merintah. Termasuk, kewa-
Jjiban-kewajiban lain harus
dipenuhi, “Jangan menghin-
dari pajak,” tegasnya.

Menurut Istidjab, di Kota
Yogyakarta terdapat seki-
tar 90-an hotel berbintang.
Jumlah tersebut lebth dari
70 persen hotel di DIY yang
berjumlah 166 hotel. Ada-
pun untuk hotel nonbintang
sepertl homestay. penginap-
an, guest house, mencapal
‘hampir 500-an.

Tahapan penagihan
Dalam LHP tersebut, BPK
merekomendasikan agar
Pemerintah Kota (Pemkot)
setempat melakukan ta-
hapan-tahapan penagihan
mulal dari penagihan se-
ketika, memberitahukan
surat paksa, mengusulkan
tindakan pencegahan. Sela-
in itu, Pemkot juga diminta
untuk melakukan penyltaan
aset.
“Selain itu, Pemkot juga

k mem~.c

tagih di kemudian hari,” tu-
lis BPK dalam LHP tersebut.

Sebelumnya, Badan Pe-
meriksa Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kota Yog-
yakarta berkomitmen untuk
menindaklanjuti temuan
BPK atas tunggakan pajak
hotel tersebut. Sejauh ini pi-
haknya pun mengeluarkan
surat peringatan dan mena-
gih tunggakan pajak hotel

Kepala BPKAD Kota Yog-
yakarta, Kadri Renggono
menegaskan jtka pthaknya
pun sudah melaksanakan
penagihan rutin secara ber-
kala.

Termasuk, ketika ada te-
muan dan saran dari BPK,
pihaknya langsung mengau-
dit beberapa hotel yang me-
nunggak pajak hingga dua
‘bulan

“Untuk yang belum mem-
bayar pajak selama dua
bulap berturut-turut kami
lakukan audit,” jelas kadri.

‘Adapun terkait rekomen-
dasi dari BPK perwakilan
DIY yang juga menyebut
meminta Pemkot setem-
pat menyita aset. pthaknya
mengaku belum sejauh ftu.
Pihaknya mengatakan akan
melaksanakan langkah pe-
nagihan terlebih dahulu.

‘Terkait dengan penyitaan
aset,sejauh ini masth urung
dilakukan. Hal ini lantaran,
di BPRAD juga tidak ada
petugas yang menyita aset
atau menjadi juru sita. Se-
mentara, Kadri juga me-
negaskan, langkah untuk

penghapusan tunggakan'
‘pun masth menjadi opsi ter-

akhir. "Kami berupaya se-
maksimal mungkin menin-
daklanjuti saran dari BPK."
tegasnya. (als)
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